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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Jaksa Penuntut Umum tidak menerapkan asas legalitas dalam tuntutannya 

karena Jaksa Penuntut Umum menerapkan pasal yang telah dicabut oleh 

Mahkamah Konstitusi yang pada hakikatnya pasal tersebut sudah tidak 

memiliki kekuatan hukum tetap sehingga tidak terciptanya kepastian hukum 

dan keadilan. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dipisahkan 

dengan asas legalitas, karena asas legalitas merupakan dasar utama dalam 

menerapkan aturan perundang-undangan. Dakwaan jaksa pada kasus 

tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga seharusnya 

dakwaan jaksa seharusnya batal demi hukum. 

2. Dalam kasus Eggi Sudjana ini hakim telah memeriksa suatu kasus yang 

pasalnya telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga menunjukan 

bahwa hakim tidak menerapkan asas legalitas dalam penerapan hukumnya, 

karena hakim menerapkan pasal yang telah dicabut oleh Mahkamah 

Konstitusi yang pada hakikatnya pasal tersebut sudah tidak memiliki 

kekuatan hukum tetap sehingga tidak terciptanya kepastian hukum dan 

keadilan. Kewenangan hakim dalam memutus perkara tidak dapat 

dipisahkan dengan asas legalitas, karena asas legalitas merupakan dasar 

utama dalam menerapkan aturan perundang-undangan. Apabila hakim 

menerapkan pasal yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya 

batal demi hukum. 

 

B. Saran 

1. Seharusnya Jaksa memeriksa kembali pasal yang didakwakan olehnya 

apakah pasal tersebut masih berlaku atau tidak berlaku. Sehingga tidak 

terjadi kekeliruan untuk menerapkan pasal yang telah dicabut oleh 

Mahkamah Konstitusi. Jaksa harus menerapkan asas legalitas, demi 

terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa. Jaksa tidak boleh 
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menerapkan pasal yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi sehingga 

seharusnya Jaksa memperbaiki dakwaannya dengan aturan yang relevan dan 

masih berlaku. 

2. Hakim memutus perkara pidana harus menerapkan asas legalitas demi 

kepastian hukum. Setelah surat dakwaan dilimpahkan ke pengadilan 

seharusnya hakim memeriksa kembali surat dakwaan tersebut sehingga 

tidak terjadi kekeliruan. Hakim dalam membuat putusannya wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilsi hukum dan rasa keadilan yang hidup 

dalam masyarakat. Hakim harus menyelesaikan secara objektif berdasarkan 

hukum yang berlaku. 
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